TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN

JASA SEWA LAHAN UNTUK USAHA

(Studi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame

Bandar Lampung) by FEBY, NUR KHOTIMAH
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN  
JASA SEWA LAHAN UNTUK USAHA 
(Studi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame 
Bandar Lampung) 














FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG 






TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN 
 JASA SEWA LAHAN UNTUK USAHA 






Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 












Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG 







Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan 
dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong. Sewa menyewa 
merupakan sesuatu yang lazim dilakukan pada masyarakat. Seperti halnya 
kegiatan sewa menyewa lahan yang ada di Karimun Jawa tersebut yaitu 
merupakan lahan kosong yang dikelola dan dikembangkan oleh pemilik lahan 
untuk disewakan. Dalam praktiknya yang terjadi di Karimun Jawa Kelurahan 
Sukarame adalah dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan tersebut terdapat 
variasi harga antara pihak penyewa satu dengan yang lainnya. Dalam sewa 
menyewa lahan tersebut ada perbedaan harga dari penyewa yang ada disana. 
Adapun dalam perbulannya para pedangang harus membayar harga sewa yang 
berbeda-beda. Penentuan harga suatu transaksi yang seharusnya memenuhi unsur 
keadilan dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana praktik penentuan jasa sewa lahan untuk usaha 
di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame dan bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap praktik penentuan jasa sewa lahan untuk usaha di Karimun Jawa 
Kelurahan Sukarame. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui praktik penentuan jasa sewa lahan untuk usaha di Karimun Jawa 
Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan untuk 
mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik penentuan jasa sewa lahan 
untuk usaha di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame 
Bandar Lampung.  
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif analisis dengan memakai metode berfikir deduktif. Data primer dalam 
penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan yaitu pihak pemilik lahan dan penyewa lahan di Karimun Jawa 
Kelurahan Sukarame, sedangkan data sekunder diperoleh darii kepustakaan. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi, 
sedangkan metode pengolahan data melalui pemeriksaan data dan sistematika 
data. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik penentuan 
jasa sewa lahan untuk usaha menggunakan akad Ijarah. Penentuan harga yang 
dilakukan pada pemilik lahan kepada penyewa merupakan menyewa bangunan 
dan menyewa lahan, namun pada praktiknya akad Ijarah yang terjadi pada lahan 
tersebut pemilik lahan menentukan harga berdasarkan ukuran lahan dan fasilitas 
yang diberikan kepada penyewa. Kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam, 
penetapan harga sewa dilakukan untuk kepentingan bersama, dalam hal ini agar 
terciptanya keadilan bersama pihak yang bersangkutan. Hal ini telah memenuhi 
syarat penetapan harga oleh hukum Islam yang bersifat adil serta adanya 
kerelaan antara kedua belah pihak. Sehingga penetapan harga lahan di Karimun 













ٰٓ اَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً َعْه  ا اَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ ىُْكْم ۗ َوََل  تََزاض  ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ مِّ
َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما ) الىسۤاء/
ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ  (92: 4تَْقتُلُْىٰٓ
 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 
dengan cara yang batil (tidakbenar), kecuali berupa perniagaan atas dasar  
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menguraikan lebih lanjut guna menghindari kesalahpahaman 
dalam memahami judul skripsi penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha”. Maka penulis perlu 
menjelaskan dan menguraikan secara singkat istilah-istilah mengenai judul di 
atas sebagai berikut:  
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil 




Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan 
pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf 
(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang 
mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
2
 




Jasa menurut para ahli adalah semua tindakan atau upaya berharga atau 
unjuk kerja yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memenuhi suatu kebutuhan 
                                                             
1
 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
bahasa(Jakarta: Gramedia, 2011), 1470. 
2
 Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syariah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 
2018, h. 11.  
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia 




atau permintaan pihak lain. Secara prinsip, Jasa bersifat intangible (tidak  
berwujud) dan tidak bisa berpindah kepemilikan.
4
 
Sewa menyewa adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang 
diperbolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) terentu.
5
 
Lahan adalah suatu tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfatkan 




Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 
penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup.
7
 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami atau disimpulkan 
bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana 
Pandangan Hukum Islam tentang praktikpenentuan jasa sewa lahan untuk 
usahadilihat dan ditinjau dari sudut Pandang hukum Islam. 
B. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia 
selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 
hidupnya, maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu akad atau hubungan 
muamalah. Salah satu praktik muamalah yang dewasa ini sering terjadi 
                                                             
4
 Riski, “Pengertian Jasa” (online), Tersedia di:  https://www.cryptowi.com/pengertian-
jasa/(16 Oktober 2020). 
5
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, (Jakarta 
Timur:Kencana, 2019), 115. 
6
 Dewithata, “Pengertian Tanah dan Lahan” (Online), Tersedia di: 
http://tienadewi.blogspot.com/2013/07/pengerian-tanah-dan-lahan.html (22 Oktober 2020) 
7






adalah sewa menyewa. Sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita 
menjalankan praktik muamalah dengan tetap memegang teguh ajaran Al-
Qur‟an dan Al Hadits agar manusia selalu mendapat keridhaan dari Allah 
SWT dalam berlaku adil pada saat melaksanakan sewa menyewa. 
Syariat Islam secara garis besar terbagi kepada, fiqh ibadat meliputi 
aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang 
bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. 
Berbeda dengan fiqh muamalat yang mengatur hubungan antara manusia 
dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar 
terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun 
kemasyarakatan.
8
 Fiqh muamalah mengatur tentang hubungan manusia 
antara satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa-menyewa, hibah 
dan lain sebagainya. 
Kehidupan sehari-hari manusia memiliki hubungan erat akan kebutuhan 
perekonomian untuk melangsungkan kehidupannya, oleh karena itu 
masyarakat Indonesia tak jarang banyak yang terjun kedunia usaha. Dalam 
melakukan usaha tersebut pelaku usaha berkewajiban mengetahui hal-hal 
yang mengakibatkan akad dalam transaksi ekonomi itu sah atau tidak fasid 
(rusak).  
Salah satu transaksi ekonomi yaitu sewa-menyewa, perihal sewa-
menyewa merupakan transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, 
sebab kebutuhan manusia semakin meningkat maka transaksi ekonomi salah 
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satunya dalam sewa-menyewa juga semakin banyak dilakukan. Dalam Islam 
kegiatan sewa-menyewa disebut dengan Ijarah. Menurut bahasa sewa-
menyewa berarti Al-„iwadl yang artinya ganti dan upah (imbalan).
9
 Sewa 
menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain 
untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama 
oleh orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah 
disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima 
barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan 
manfaat benda atau barang tersebut dengan syarat –syarat rukun tertentu.
10
 
Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, 
agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang 
lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-
mengupah), karena dengan akad ijarahitu sebagian manusia dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Adanyaijarah dalam dikehidupan 
sehari-hari adalah salah satu mata pencaharian manusia untuk mendapatkan 
penghasilan dengan cara yang adil dan tanpa adanya unsur kezaliman di 
dalamnya berdasarkan rukun syaratnya tertentu. 
Allah mensyari‟atkan manusia agar dapat berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu setiap manusia berlomba-lomba 
untuk melakukan usaha apa saja yang dapat menghasilkan uang. Dalam 
praktiknya setiap orang yang terjun dalam usaha bisnis maka mereka harus 
berhubungan dengan orang lain, manusia tidak hanya selalu berurusan 
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dengan Allah SWT tetapi berurusan manusia dengan manusia adalah salah 
satunya dengan akad ijarah yang terjadi di lahan Karimun Jawa Kelurahan 
Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.  
Kegiatan ijarah yang terjadi dimasyarakat modern saat ini sangatlah 
banyak. Di Sukarame Bandar Lampung terdapat banyak lahan untuk 
membuka usaha salah satunya yaitu lahan yang ada di Karimun Jawa 
Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Yaitu adanya 
kegiatan sewa menyewa lahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan 
penyewa lahan dalam membuka usaha. Bagi para penyewa lahan untuk usaha 
ini merupakan wadah atau tempat bagi mereka untuk memperoleh 
penghasilan. 
Salah satu lahan yang ada di Karimun Jawa tersebut yaitu merupakan 
lahan kosong yang dikelola dan dikembangkan oleh pemilik lahan untuk 
disewakan. Lahan ini disewakan untuk setiap para pedagang dalam membuka 
usaha diantara pengelolahan lahan yang dilakukan oleh penyewa antara lain: 
sebagai tempat berjualan sayur mentah, berjualan sayur mateng, berjualan 
pempek, usaha konter maupun berjualan ikan segar. Dalam praktiknya yang 
terjadi di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar 
Lampung adalah dalam pelaksanaan sewa menyewalahan tersebut terdapat 
variasi harga antara pihak penyewa satu dengan yang lainnya. Dalam sewa 
menyewa lahan tersebut ada perbedaan harga dari beberapa penyewa yang 
ada disana.Adapun dalam perbulannya para pedangang harus membayar 




Islam sangat memperhatikan penetapan harga yang mengandung unsur 
keadilan demi untuk kemaslahatan manusia. Sebab dalam Islam setiap 
manusia memiliki hak untuk perlakuan yang sama dalam bentuk transaksi 
apapun itu dengan harga yang sesuai.
11 
Atas dasar latar belakang tersebut, oleh karena itu relevan untuk dikaji 
dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjuan Hukum Islam Terhadap 
Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha” (Studi di Karimun Jawa 
Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame Bandar lampung). 
C. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus mengenai 
permasalahan pada PraktikPenentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha dan 
Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Praktik Penentuan Jasa Sewa 
Lahan Untuk Usaha (Studi di Karimun Jawa Kecamatan Sukarame 
Kelurahan Sukarame Bandar Lampung). 
D. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana Praktik Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha di Karimun 
Jawa Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame Bandar Lampung? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Sewa 
Lahan Untuk Usaha di Karimun jawa Kecamatan Sukarame kelurahan 
Sukarame Bandar Lampung?  
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 Ade Mareta Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa 
Lapakstudy kasus di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten 




E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui bagaimana praktikpenentuan jasa sewa lahan untuk 
usaha di Karimun Jawa Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame 
Bandar lampung. 
2. Untuk mengetahui PandanganHukum Islam terhadap penentuan jasa 
sewa lahan untuk usaha di Karimun Jawa Kecamatan Sukarame 
Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. 
F. Manfaat Penelitian 
1. SecaraTeoritis 
Peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap 
masyarakat mengenai tentang praktik penentuan jasa sewa lahan untuk 
usaha dan diharapkan dapat memperkaya ilmu pemikiran keislaman, dan 
civitas akademik Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah pada umumnya. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syariah Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Prodi Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah). 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  
Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan 
yang bertujuan untuk dikaji agar masalah yang akan diteliti selanjutnya tidak 
menyebabkan adanya publikasi data seputar masalah yang sama. Serta tujuan 




akan berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, 
menghubungkan penelitian dengan refrensi yang ada, mengisi celah dalam 
penelitian sebelumnya. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya 
adalah sebagai berikut. 
Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Perbedaan Harga Sewa Lapak (Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung 
Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Skripsi yang 
disusun oleh Ade Mareta Handayani (2019) Jurusan Muamalah Fakultas 
Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus kajiannya bagaimana perbedaan 
harga sewa lapak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan 
harga sewa lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung. Ade Mareta 
Handayani menyimpulkan bahwa pelaksanaan dalam penetapan harga sewa 
pada lapak tersebut terdapat perbedaan harga berdasarkan domisili atau 
tempat tinggal pihak penyewa, perbedaan harga tersebut dilakukan untuk 
membantu masyarakat asli desa yang menyewa lapak. Berdasarkan hukum 
Islam penetapan harga sewa dilakukan untuk kepentingan masyarakatnya, 
dalam hal ini agar tercipta keadilan bersama dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya hal ini telah memenuhi syarat penetapan harga oleh hukum 
Islam yang bersifat adil sehingga hukumnya diperbolehkan (mubah).
12
 
Persamaan dari Skripsi yang disusun penulis adalah landasan teorinya yang 
membahas tentang penetapan harga sewa, sedangkan perbedaannya terdapat 
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pada objek dan tempatnya, objek yang diteliti penulis yaitu penetapan harga 
pada lahan sedangkan objek peneliti sebelumnya berupa lapak pada pasar. 
Tempat penelitian penulis di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame 
sebelumnya di Pasar Unyil Desa Gunung agung.   
Kedua, Skripsi yang berjudul “Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah 
Kos Dalam Perspektif Hukum Islam pada Rumah Kos Al-Zahra (di 
Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi yang disusun oleh Andela (2020) 
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus 
kajiannya bagaimana penetapan harga rumah kos al-Zahra dan bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga sewa rumah kos 
al-zahra Sukarame Bandar Lampung. Andela menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan yang terjadi pada rumah kos al-zahra yang ditetapkan oleh 
pemilik terdapat perbedaan harga sewa sejumlah Rp. 500.000,- bagi setiap 
penyewa kos baru dan untuk penyewa lama tidak mengalami kenaikan harga 
sewa rumah kos sedangkan fasilitas yang diberikan bagi setiap penyewa 
rumah kos baik penyewa lama maupun penyewa baru tidak ada perbedaan. 
Untuk harga penyewa lama sebesar Rp. 4.500.000,- dan untuk penyewa baru 
sebesar Rp. 5.500.000,- dengan harga sewa yang tinggi pemilik menjanjikan 
adanya fasilitas tambahan seperti kasur atau rak. Adapun dalam Hukum 
Islam perbedaan harga sewa rumah kos yang ditetapkan pemilik memiliki 
beberapa pertimbangan yang menjadi dasar adanya perbedaan harga antara 
penyewa lama dan penyewa baru yaitu berdasarkan tingkat perekonomian 




tidak adanya fasilitas tambahan yang dijanjikan pemilik pada awal perjajian. 
Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi penyewa baru dikarenakan mereka 
harus membayar harga sewa lebih tinggi sedangkan fasilitas yang mereka 
terima sama dengan fasilitas penyewa lama. Selisih masuk antara penyewa 
baru dan lama tidak ada karena antar penyewa masuk ditahun yang sama. 
Praktik sewa menyewa ini juga belum sah karena belum terpenuhinya salah 
satu syarat sewa menyewa yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena 
adanya unsur Gharar (ketidakjelasan harga).
13
  Persamaan dari Skripsi yang 
disusun penulis adalah landasan teorinya yang membahas tentang penetapan 
harga sewa, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan tempatnya, 
objek yang diteliti penulis yaitu penetapan harga pada lahan sedangkan objek 
peneliti sebelumnya berupa rumah kos. Tempat penelitian penulis di 
Karimun Jawa Kelurahan Sukarame sebelumnya pada rumah kos al-zahra di 
Sukarame Bandar Lampung. 
Ketiga, Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan 
Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (di 
Pasar Tugu Bandar Lampung)”.  Skripsi yang disusun oleh Desriani (2017) 
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus 
kajiannya bagaimana penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan 
jumlah banyak dan sedikit dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan 
sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung. Desriani menyimpulkan bahwa 
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pelaksanaan dalam penjualan gula pasir adanya perbedaan harga saat dijual 
dengan jumlah banyak dan sedikit, yaitu penjual memberikan harga jual 1 kg 
gula pasir sebesar Rp. 13.000,00 tetapi jika membeli   ⁄  kg, penjual tersebut 
memberikan harga Rp. 4.000,00 bukan Rp. 3.250,00 setiap   ⁄  kg nya. 
Sehingga ada selisih harga yaitu Rp. 750,00 dalam   ⁄  kg nya, begitu juga 
dengan bahan pokok lainnya dan keadaan ini menyebabkan adanya 
perbedaan dalam menentukan harga untuk barang yang sejenis hanya 
berbeda jumlah. Adapun dalam hukum Islam penentuan harga dalam jual beli 
bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di pasar Tugu Bandar 
Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan berlaku saat 
itu, kemudian dengan membedakan harga bahan pokok dalam jumlah banyak 
dan sedikit, perbedaan harga yang terjadi hanya untuk bahan pokok jenis 
tertentu saja, tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga, dan 
mengenai perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu Bandar Lampung telah 
sesuai dengan konsep harga dalam Islam, sehingga perbedaan harga dalam 
jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu 
Bandar Lampung ini diperbolehkan (mubah).
14
 Persamaan dari Skripsi yang 
disusun penulis adalah landasan teorinya yang membahas tentang penentuan 
harga, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan tempatnya, objek 
yang diteliti penulis yaitu penetapan harga pada lahan sedangkan objek 
peneliti sebelumnya berupa penetapan harga jual pada bahan pokok. Tempat 
penelitian penulis di Karimun Jawa Kelurahan Sukarame sebelumnya di 
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Pasar Tugu Bandar Lampung.      
H. Metode Penelitian 
Suatu penyusunan karya ilmiah maka perlu menggunakan metode untuk 
memahami suatu permasalahan dan mempermudah penelitian juga agar dapat 
mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi 
seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian 
guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan 
melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti.
15
 Guna mengumpulkan 
data dan fakta-fakta yang terjadi pada para pihak. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.Yang dimaksud deskriptif 
adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.
16
 
Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu 
individu atau kelompok, kondisi, gejala tertentu dalam proses 
penyederhanaan dan penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi 
informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahami apa yang terjadi 
di lapangan. 
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2. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Yaitu suatu data utama atau pokok di dalam suatu penelitian, 
proses pemerolehan data ini didapatkan langsung dari tangan pertama 
atau sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji .
17
 Sumber data 
pokok yakni sebanyak 6 narasumber, yang terdiri dari perorangan 
yaitu 1 (satu) pemilik lahan dan 5 (lima) para penyewa. 
b. Data Sekunder  
Yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 
dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data atau data yang 
telah dikumpulan oleh pihak lain.
18
 Peneliti menggunakan data ini 
sebagai data pendukung yang berhubungan dengan data penelitian. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 
mendapatkan data di lapangan. Metode yang strategis dalam penelitian, 
karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk itu 
digunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di dasarkan 
pada laporan tentang diri sendiri atau pada pengetahuan dan atau 
keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui 
dokumen tertulis dalam penelitian, lalu data-data yang didapat 
melalui dokumen-dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dan 
diolah secara relevan dengan objek penelitian. 
4. Metode Pengelolaan Data  
a. Pemerikasaan Data(editing) 
Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 




b. Sistematika Data (systematizing) 
Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
21
 
5. Metode Analisa Data 
Menganalisa data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu 
dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang 
relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Bentuk analisis 
kualitatif menggunakan kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 
tinding, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 
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 Metode yang digunakan untuk menganalisa 
data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara 
berfikir atau fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang 
konkrit kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
I. Sistematika Pembahasan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa 
bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas 
ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata 
letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang 
masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan.  
BAB II : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab 
II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah 
yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka 
pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti. 
BAB III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek 
penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian 
hasil penelitian yang diperoleh, pendeskripsian yang dilakukan menyangkut 
data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data 
mengenai responden.  






BAB IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil 
penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. 
Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan 
dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa 
dari permasalahan yang diteliti. 
BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V 
adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan 
























A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)  
Al-Ijarah mengambil dari bahasa yang mempunyai makna “upah, 
sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format 
muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa 
menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain”.
23
 
Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti “aktivitas akad untuk 




Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang 
ataupun jasa tenaga kerja. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan 
kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang 
menyewakan. Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan Ijarah (sewa-
menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan Ijarah atau sewa 
menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan.
25
 
Menurut MA. Tinampi, al-Ijarah (sewa-menyewa) ialah akad 
(penjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat 
sesuatu), tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, 
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dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.
26
 
Menurut labib Mz yang dimaksud ijarah yaitu memberikan suatu 
barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian 
yang telah disepakati bersama. Barang-batang itu harus memberikan 
imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah 
dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.
27
 
Adapun menurut Rachmat Syafi‟I, ijarah secara bahasa adalah:  ُْٛح ا     تَ
فََؼحِ  ًْ .(menjual manfaat) نَ
28
 Sewa menyewa kepada hak seorang petani 
yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan 
perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. 
Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan 
pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan 
bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa.
29
 
Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan 
ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:  
1. Menurut Hanafiyah, ijarah ialah:+ 
ُْفََؼحْ  كُ ُٚفِْٛ  ُػْمذ   ٍِ ا َي ْٛ ٍَ انَْؼ ْٕ َد ج ِي َٕ َيْح َيْمُظ ْٕ عْ َيْؼهُ ْغرَأ ِجَش ِج تَِؼ ًُ ْن  
“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”
30
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2. Menurut Malikiyah, ijarah ialah: 
َٛحُ ان ًِ ِٗ  رََّؼاذَْغ ُْمُ  الَ َيُْفَِؼِح  لُِذ َػه ًِ َٔ تَْؼِغ ان  َّٗ ْٕ لَ خَد ِي  
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi 




3. Menurut asy-Syafi‟iyah, ijarah ialah:  
َٗ َيُْفََؼحْ  دَ  َػْمذ  َػه ْٕ َٕ ْؼهُ يَ  جْ  َيْمُظ اْلتاَ َحِح تِِؼ َٔ ْٕ َيْح ُيثاَ َحح  لاَ تِهَح  نِْهثَْز ِل 
و   ْٕ  ْع َيْؼهُ
“akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu 





4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 
dengan ijarah ialah: 
ؽ ْٔ َٕ ْع تُِشُش  ُْفََؼْح تِِؼ ُْٛك َي هِ ًْ  ذَ




5. Menurut Ash-Shiddiqie, ijarah adalah: 
ُْفََؼِح  ثَا َد نَِح َػهَٗ َي ًُ ْٕ َػح  انْ ْٕ ُػ ْٛ َػْمذ  َي ْٖ انشَّ ْٔ َدْج أَ  ذَّ ْج َيْحُذ  ًُ ٙء تِ
َُا فِح ًَ ُْٛخ انْ َٙ تَ ِٓ َٕ ْع فَ ْٛهُكَٓا تِِؼ هِ ًْ  ذَ




Rachat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 122. 
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“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 




Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan 
bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para 
ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa menyewa. Dari definisi 
tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah 
akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa 
menyewa adalah manfaat atas suatu barang.
35
 
Menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai 
suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
36
 
Menurut Hukum Perdata (BW) pada Pasal 1548, sewa menyewa adalah 
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, 
selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan 
harga yang oleh pihak tersebut belakang itu disanggupi pembayarannya.
37
 
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa(Ijarah) 
Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-quran, Al-Sunnah 
dan Al-Ijma‟. 
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Dasar hukum ijarah dalam Al-quran adalah: 
َحْ  َد َستَِّكَۗ  ًَ ٌَ َسْح ْٕ ًُ ََْٛۙا اَُْْى َْٚمِغ ِٕج انذُّ ٰٛ َْٛشرَُْٓى فِٗ اْنَح ِؼ َُا تََُُْْٛٓى يَّ ًْ ٍُ لََغ
ُد  ًَ َسْح َٔ َرَِّخَز تَْؼُؼُْٓى تَْؼًؼا ُعْخِشًّٚا َۗ َق تَْؼغ  َدَسٰجد  نِّٛ ْٕ َسفَْؼَُا تَْؼَؼُْٓى فَ َٔ
ٌَ ) انضخشف/ ْٕ ُؼ ًَ ا َْٚج ًَّ ْٛش  يِّ  (43: 54َستَِّك َخ
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.” (Q.S. Az- Zukhruf: 32). 
 
ٍَّ ) انطالق:  َسُْ ْٕ ٍَّ اُُج ُْ ْٕ ٍَ نَُكْى فَٰاذُ ٌْ اَْسَػْؼ  (7فَاِ
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” 
(Al-Thalaq: 6). 
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk 
mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya untuk 
memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang 
diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas istri 
itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan mereka telah 
terterputus, sehingga di antara bekas suami dan bekas istri itu adalah 
orang lain yang tiada hubungan hak dan kewajiban suami istri lagi. 
Yang masih ada ialah kewajiban, bekas suami sebagai ayah anaknya, 
untuk mengeluarkan nafkah bagi anaknya itu sampai umur baligh, 
meskipun menyesu kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan oleh ayah 





ٰٓاَتَِد اْعرَأِْجْشُِ ۖ ٰٚ ا  ًَ ٍُ لَانَْد اِْحٰذىُٓ ْٛ ُّ٘ اْلَِي ِٕ ٍِ اْعرَأَْجْشَخ اْنمَ َْٛش َي ٌَّ َخ  اِ
 (37) انمظض: 
“Wahai bapakku, ambilah dia. Sebagai pekerja kita karena orang yang 
paling baik untuk dijadikan pekerja adalah yang kuat dan dapat 
dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 26). 
 Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah: 
 
ْٛشَ ااْ أُ ُػطُٕ ٌْ َِّٚجَف ُػُش لُُّ )سٔاِ ا تٍ يا جّ(ألَ ِج أَ ْجَش ُِ لَثَْم اَ   




اْػؾِ  َٔ ا َو أَْجشُِ )سٔاِ انثخاس ٖ ٔ يغهى( اِْحرَِجْى  انُحجَّ  
“Berikanlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukam 
bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
39
 
ٍَ ان افِٗ ِي َٕ ا َػهَٗ انغَّ ًَ ْٕ ضَّ ْس ِع فََُ ُكَُّا َُْكِش ٖ األَ ْس َع تِ َٓٗ َس ُع
َاَ نِ ص و ر  ل للاِ  اََيَش  َٔ َسق  )سٔاِ احًذَك  َٔ ْٔ ٔاتٕد( تَِز َْة  اَ  
“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman 
yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan 
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memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” 
(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).
40
 
Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa siapapun yang 
melakukan kegiatan ijarah untuk membayar upah terhadap orang yang 
telah dipekerjakan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan 
yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.  
Landasan Ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang 
ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, pendapat, tetapi 
hal itu tidak dianggap.
41
 
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (Ijarah) 
a. Rukun Ijarah 
 Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah 
pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’jir), 
ijab dan qabul (shighat), manfaat barang yang disewakan dan upah.
42
 
Menurut ulama hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara 




 Adapun dalam rukun ijarah terdapat empat bagian yaitu:   
1) Orang yang menyewakan44 
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Dalam hal ini disyariatkan baligh, berakal, dan atas kehendak 
sendiri. 
2) Orang yang menyewa 
Dalam hal ini disyariatkan baligh, berakal, dan atas kehendak 
sendiri. 
3) Sighat (Ijab dan Qabul)  
Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab Al-Aqdu yang 
berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan menurut 
istilah akad adalah menyambung, mengikat atau mempertemukan 
tindakan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui 
ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara yang lain. Karena akad 
adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul oleh orang yang 
sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz baligh yang 
menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan. 
4) Barang atau benda yang di sewakan, dalam hal ini disyariatkan 
sebagai serikut: 
a) Barang yang disewakan harus bermanfaat. 
b) Barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang yang di 
larang oleh Agama. 
c) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar, dan 
sifatnya. 





e) Barang yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik barang 
kepada penyewa. 
f) Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini 
disyariatkan sebagai berikut:  
(1) Diketahui jumlah bayarannya (uang sewanya). 
(2) Tidak berkurang nilainya. 
(3) Bisa membawa manfaat yang jelas. 
(4) Shiqhat(Ijab qabul) atau akad (perjanjian), dalam hal ini 
disyariatkan: 
(a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang 
di sewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan. 
(b) Ijab qabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan 
lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.  
(c) Dalam akad atau ijab qabulharus ditentukan waktu 
sewanya, apakah seminggu, sebulan atau setahun, dan 
seterusnya. 
b. Syarat Sahnya Sewa Senyewa45 
Secara yudiris agar perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan 
hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah 
pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat 
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membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi‟I dan 
Imam Hambali menambahkan satu surat lagi yaitu dewasa (baliqh). 
Rukun sewa-menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai 
subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang 
yang disewakan, dan harus ada ijab qabuldari para pihak tersebut. 
Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  
1) Mukjir dan mustakjirtelah tamyiz (kira-kira umur 7 tahun), berakal 
sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampunan.  
2) Mukjir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang 
yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali. 
3) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-
menyewa. Bahwa didalam perjanjian/akad sewa-menyewa tidak 
boleh mengandung unsur paksaan, karna dengan adanya paksaan 
menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Ketentuan 
ini sejalan dengan bunyi Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29: 
انَُكْى تََُُْٛكْى تِانْ  َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا َل ذَأُْكهُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٰٓاََُّٚٓا انَِّز ٌَ ذَِجاَسجً ٰٚ ْٕ ٌْ ذَُك ٰٓ اَ ثَاِؽِم اِلَّ
ا) انُغۤاء:  ً ْٛ ٌَ تُِكْى َسِح َ َكا
ٌَّ للّاٰ َْفَُغُكْى َۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ُ َل ذَْمرُه َٔ ُُْكْى َۗ  ٍْ ذََشاع  يِّ َػ
32). 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 






Berdasarkan ayat diatas janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang haram atau merampas harta 
sesamamu, kecuali dengan harta perniagaan berdasarkan kerelaan 
hati masing-masing, dengan melakukan hal-hal yang 
menyebabkan kecelakaan bagaimana pun juga cara dan gejalanya 
baik di dunia dan diakhirat sehingga dilarangnya kamu berbuat 
kezaliman.  
4) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian 
maksudnya adalah setiap barang yang akan dijadikan obyek sewa-
menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar 
orang yang menyewakan. 
5) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan 
peruntukannya atau mempunyai nilai sifat. 
6) Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan. 
7) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan 
oleh Agama.  
8) Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan 
disewa dan harga sewa atas barang tersebut. 
Dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian 
atau akad ijarah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. 
Konsekuensi yudiris atas perjanjian yang sah, ialah bahwa perjanjian 






4. Macam Macam Al-Ijarah 
Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa).
46
 
a. Ijarah yang bersifat manfaat 
Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa tanah untuk 
pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila 
manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara” untuk 
dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh 
dijadikan objek sewa menyewa.
47
 




1) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat 
dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik 
menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang 
kualitas manfaat barang. 
2) Objek ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak 
mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak 
diperbolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam 
penguasaan pihak ketiga. 
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3) Objek dan manfaat tidak bertentangan dengan syari‟at Islam, misal 
menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke 
untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain. 
4) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. 
Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan 
rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi 
untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil 
buahnya, dan lain-lain. 
5) Harta benda harus bersifat isti’maliy, yaitu harta benda yang dapat 
dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi 
zat dan pengurangan sifatnya. 
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan 
Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan 
seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan, Al-Ijarah seperti ini, 
menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 








1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis 
pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari atau seminggu atau 
sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal ijarah pekerjaan, 
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diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan 
memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan 
ketidakjelasan pekerjaan.  
2) Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan 
yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta’jir 
seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. 
Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarahmu’adzin, imam 
dan pengajar Al-Qur‟an, menurut fuqaha Hanafiyah dan 
Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut 
merupakan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi 
Imam Malik dan Imam Syafi‟imelakukan ijarah dalam hal-hal 
tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan 
bukan merupakan kewajiban pribadi. 
Pada dasarnya seorang muslim berhak berlaku adil dalam 
melakukan transaksi muamalah. Hal ini sebagaiman ditegaskan 
pada kaidah fiqh yang berbunyi: 
ُيَشاَػاجُ  َٔ ُُْح انظُّْهِى  َٔ َي َؼا َيالَ ِخ  ًُ ْٙ ُكمِّ انْ َٕ اْنَؼْذ ُل فِ األَ ْطُم ُْ
ا ًَ َش ِس َػُُْٓ َسْفُح انؼَّ َٔ  ٍِ ْٛ  َيْظهََحِح انطََّش فَ
“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim 








Kaidah fiqih di atas berlaku pada yang melakukan transaksi 
muamalah, bahkan dalam masalah I‟tikad. Dan tidak adanya usur 
kezaliman dalam melalukan transaksi muamalah serta 
memperlihatkan kemaslahatan kedua belah pihak. Syariat Islam 
selalu mengajarkan tentang kebaikan dalam berlaku adil dalam 
kegiatan bermuamalah.  
5. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Sewa Menyewa 
Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang 
dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang 
menerima sewa.  
a. Hak dan kewajiban pihak penyewa (musta’jir), yaitu: 
1) Hak pihak penyewa  
a) Memanfaatkan barang yang disewa. 
b) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa. 
c) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang 
disewa. 
2) Kewajiban pihak penyewa (musta’jir) 
a) Wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-
syarat akad atau menurut kelaziman pengunaannya. 
b) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak 
barang yang disewa. 
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c) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang 
disewa kepada pihak yang menyewakan. 
d) Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati kedua belah 
pihak (yang menyewakan dan menyewa).
52
 
b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu’jir) 
1) Hak pihak yang menyewakan 
a) Berhak menerima segala harga sewanya. 
2) Kewajiban pihak yang menyewakan 
a) Wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat 
digunakan secara optimal oleh penyewa. 
b) Menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa. 




d) Memelihara kebesaran barang yang disewakan nya, kecuali jika 
kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa. 
6. Sewa Menyewa Tanah 
Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan 
keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga 
untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. 
Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa 
tanah antara lain: 
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Untuk apakah tanah tersebut digunakan, sebab apabila digunakan 
untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis 
apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut, sebab jenis tanaman 
yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa menyewa, 
dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.  
Namun demikian, dapat juga dikemukakan bahwa keanekaragaman 
tanaman dapat juga dilakukan asal saja orang yang menyewakan atau 
pemilik mengizinkan tanahnya untuk apa saja yang dikehendaki oleh pihak 
penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua.  
Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah 
tanah tersebut digunakan, maka sewa menyewa yang diadakan dinyatakan 
batal (fasid), sebab kegunaan tanah sangat beragam dengan tidak jelasnya 
penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan 
presepsi yang berbeda-beda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa 




7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa 
Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang 
lazim, masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tidak berhak 
membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk 
perjanjian timbal balik. 
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Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) 
meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal 
yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam 
hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 
dengan ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek 




Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan 
perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat. 
Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa 
adalah disebabkan hal-hal: 
a. Terjadinya Aib pada Barang Sewaan 
Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa 
menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. 
Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan 
barang yang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, 
penyewa dapat minta pembatalan. 
b. Rusaknya Barang yang Disewakan 
Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 
mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek 
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sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjian 
terbakar. 
c. Rusaknya Barang yang Diupahkan (Ma’jur a’laih) 
Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa 
menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang 
yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan 
mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa 
menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian 
bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa 
itu berakhir dengan sendirinya. 
d. Terpenuhinya Manfaat yang Diakadkan 
Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa 
menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah 
berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Misalnya, 
perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah 
memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa 
menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, 
tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus 
hubungan sewa menyewa.  
e. Adanya Uzur 
Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga 
merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa 





Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah adanya suatu 
halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksanakan 
sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk 
berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau 
dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akhirnya 




B. Penetapan Harga (Tas’ir) 
1. Pengertian Tas’ir 
Kata tas’ir berasal dari kata sa’ara-yas’aru-sa’ran yang artinya 
menyalakan. Secara etimologi kata at-tas’ir (التسعير) seakar dengan kata 
as-si’ir (السعر= harga) yang berarti penetapan harga. Kata as-si’ir ini 
digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan 
terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi 
sesuatu. Dikatakan, sa’arat asy-syay a tas iran, artinya menetapkan harga 
sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, As 
aru was a aru, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. 




Fikih Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu 
barang, yaitu as-samandan as-si’r. “as-saman” adalah harga suatu 
barang atau nilai sesuatu. Sementara “as-si’r” adalah harga yang 
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ditentukan untuk barang dagangan. Kata as-si’ru jamaknya as’ar artinya 
harga (sesuatu). Kata as-si‟ru ini digunakan di pasar untuk menyebut 
harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan 
as-si’ir bukan as-saman karena as-si’ir merupakan harga actual yang 
terbentuk dalam proses jual beli.
58
 
Adapun terdapat beberapa pengertian tentang tas’ir, diantaranya 
sebagai berikut: 
  Menurut Syaikh Zakariya Al- Anshari (Ulama Syafi‟iyah): 
 
ا أَْيرَِؼرَُْٓى اِلَّ تِِغْؼش  َكَزا ْٕ ُْٛؼ ٌْ لََٚثِ ْٕ لَِح أَ انِٗ انغَّ َٕ ٌْ َٚأُْيَش اْن  أَ
“Tas’ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau 
wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk berjual 




 Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah): 
 
ِّ لَْذًسا  ْٛ ِل فِ ْٕ أُْك ًَ ِق نِثَائِِح اْن ْٕ ُْٚذَحاِكِى انغُّ َٕ ذَْحِذ ِْٛح تِِذ ْسَْى  ُْ ثِ ًَ نِهْ
و   ْٕ  َيْؼهُ
“Tas’ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang di 
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  Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani:  
 
 ٌْ َٕ أَ ُْٛش ُْ ٍْ  اَنرَّْغِؼ ْٔ ُكمُّ َي اتُُّ أَ َّٕ َُ ْٔ ٌُ أَ ْهظَا ٍَ  َٚأُْيَشانغُّ ْٛ ًِ ْغهِ ًُ َس اْن ْٕ َٔ نَّٗ أُ ُي
ْهَح اِلَّ  ا انغِّ ْٕ ُْٛؼ ِق أَلَّ َٚثِ ْٕ َْم انغُّ ايِ تِغِ  أَْيًشاأَ ْٕ َُُؼ ًْ ِّ ٍَ انضِّ ْؼِش َكَزا فََٛ ْٛ َٚاَدِج َػهَ
َْٛشُْْى أَ  َحرَّٗ اَغ ْٕ ُُّْ َحرَّٗ لََُٚؼاِستُ ٌُ َػ ِٔ انُُّْمَظا األَ ْعَؼاُسأَ ْٕ ٌَ لَ َْٚغهُ ْٕ َُُؼ ًْ َٚ ْ٘
ْظهََحِح انَُّاطِ  ًَ ْؼِش نِ ٍِ انغِّ انَُّْمِض َػ ِٔ ٍَ انضِّ َٚا َدِج أَ  ِي
 
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang 
mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak 
menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan 
mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak 
melonjokan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak 
merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau 




Adapun definisi menurut Sayyid Sabiq menjelaskan tas‟ir berarti: 
 
ُْٛؼَٓا  هَِح اَنَّرِٗ َُٚشاُد تَ د  نِهغِّ ْػُح ُيَحذَّ َٔ ُْٛشَيْؼَُاُِ  ا نَِك اَنرَّْغِؼ ًَ ُْٛث لَ َْٚظهُِى اْن تَِح
ْشرَِشٖ ًُ ُِْك اْن لَ َْٚش  َٔ  
“Al-Tas’ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang barang 
dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak 




 Menurut ulama Madzhab Hambali: 
Al-tas’ir Jabari dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga 
suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli 
warganya.
63
 Menurut ibnu Taimiyah mengemukakan tas’ir dengan 
keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli 
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Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, para ulama fikih 
sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan 
menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah. Dalam menetapkan harga 
itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pelaku 
pedagang dan para pelaku konsumen. Dengan demikian, apapun bentuk 
komoditi dan keperluan warga suatu Negara untuk kemaslahatan mereka 
pihak pemerintah berhak atau bahkan menentukan harga. 
Dengan demikian tas’ir, penetapan harga oleh pemerintah kepada 
para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga 
tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari 
harga yang di patok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, Negara 
melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan 
harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk 




2. Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas’ir) 
Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan 
adanya penetapan harga secara sewenang-wenang karena ia merupakan 
kedzoliman dan tindakan kedzoliman diharamkan. Sebagian ulama fiqih 
juga menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan 
harga itu adalah pihak pemerintah. Dalam menetapkan harga pemerintah 
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harus mempertimbangkan kemaslahatan para pihak sehingga pihak 
konsumen dan produsen tidak dirugikan. 
Dengan demikian tas’ir adalah penetapan harga oleh pemerintah 
kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan 
harga tertentu. Negara melakukan intervensi atas harga dengan 




Prinsip saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain ialah 
yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt dalah:  
a. Q.S Al-Baqarah (2):279 
 ِ
ٍَ للّاٰ ا تَِحْشب  يِّ ْٕ ا فَأَْرَُ ْٕ ٌْ نَّْى ذَْفَؼهُ ِ ُط فَا ْٔ ٌْ ذُثْرُْى فَهَُكْى ُسُء اِ َٔ  ٖۚ  ّ نِ ْٕ َسُع َٔ
ٌَ ) انثمشج/ ْٕ ًُ َل ذُْظهَ َٔ  ٌَ ْٕ ًُ انُِكْىٖۚ َل ذَْظهِ َٕ  (372: 3اَْي
“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang 
(dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, 
kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim 
(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S Al-Baqarah/2:279) 
 
Kehidupan bermasyarakat Islam selalu mengajarkan untuk selalu 
berlaku adil dan berbuat kebaikan, yaitu dimana berlaku adil dapat 
diterapkan seperti menentukan mutu, ukuran, takaran maupun timbangan. 
Apabila kita hidup selalu berbuat adil dalam segala persoalan maka kita 
akan selalu dekat dengan Allah sebab berlaku adil tidak akan membuat 







seseorang tertipu dengan kehidupan didunia dan selalu diridhai oleh 
Allah Swt. 
b. Q.S Al-Hadid (57): 25 
َو انَُّاُط  ْٕ ٌَ نَِٛمُ َْٛضا ًِ اْن َٔ اَََْضْنَُا َيَؼُُٓى اْنِكٰرَة  َٔ ِد  ُٰ نَمَْذ اَْسَعْهَُا ُسُعهََُا تِانْثَِّٛ
 ٍْ ُ َي
نَِْٛؼهََى للّاٰ َٔ َيَُافُِغ نِهَُّاِط  َّٔ ْٚذ   ِّ تَأْط  َشِذ ْٛ َْٚذ فِ ََْضنَُْا اْنَحِذ اَ َٔ تِاْنمِْغِؾٖۚ 
ِْٛةَۗ  ّٗ تِانَْغ ُسُعهَ َٔ  ِٗ ُُْظُش ْٚض   َّٚ ٌّ٘ َػِض ِٕ َ لَ
ٌَّ للّاٰ  (36: 67) انحذٚذ/ ࣖاِ
”Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab 
dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami 
menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai 
manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong 
(agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. 
Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”(Q.S. Al-
Hadid/57:25). 
 
 Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini 
menunjukan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan 
kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini di sebut 
dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian Negara 




Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga 
adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu di 
katakan:  
 َٙ ٍِ َيانِك  َسِػ َِظ ْت ٍْ أَ ُ  َػ ِل  للاَّ ْٕ ِْٓذ َسُع ْؼُش فِٙ َػ ُُّْ َغالَّ انغِّ ِ َػ فَمَا َل  للاَّ
ِ  انَُّا ُط َٚا َل للاَّ ْٕ ْش نََُا َسُع ْؼُش فََغؼِّ ُ  َغالَّ انغِّ ُل للاَّ ْٕ ُ طَ  فَمَاَل َسُع ِّ  هَّٗ للاَّ ْٛ َػهَ
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 ٌَّ َ  َٔ َعهََّى إِ َٕ  للاَّ ْغِؼشُ  ُْ ًُ َٔ إِ َِّىاْنمَا تِؾُ انْثَا ِعؾُ انّشاصِ  اْن ٌْ أَْنمَٗ ُق  ْٕ أَ ََلَ ْس ُج
َْٛظ أَ َحذ  َْٚطهُثُُِٗ  َٔ نَ َٔ لَ َيال  )َستِّٙ  ح  فِٗ َدو   ًَ ْظهَ ًَ اُِ اْنثَُخا ِس ٖ تِ َٔ َس
َٔ أَ  ْغهُِى  ًُ انْ َٔ  ُٔ ْٕ َدا َٔ تُ ٍُ َيا َجّ  َٔ اْت ٍُ َد  َٔ اْت ٍُ َحُْثَم  ُذ ْت ًَ َٔ أَ ْح انرِّْش ِيِزٖ 
 ِحثَّاٌ(
 
“Pada zaman Rasulullah saw. Terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu 
sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: 
ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, 
tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw, menjawab: 
sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan 
menahannya, melapangkan dan memberi rezaki. Saya berharap akan 
bertemu dengan Allah dan jangan seseorang di antara kalian menuntut 




  Dalil lainnya, hadits Nabi saw : 
 
ٍْ تَْؼغ   ُ تَْؼُؼُْٓى ِي ا انَُّا َط َْٚشُصُق للاَّ ْٕ ، َدَػ ُْٛح َحاِػش  نِثَاد   لَ َٚثِ
“Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah 




Hadits dari ayat di atas Rasulullah saw melarang orang kota yang 
tahu akan hal tentang harga menjual barang-barang dagangnnya 
kepada orang dusun yang kurang mengerti tentang harga. Karena dapat 
melonjakan harga. Maka penetapan harga (tas’ir) diperbolehkan agar 
tidak terjadinya pelonjakan harga.   
Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum tas’ir 
jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiyah, dan Hanabilah, seperti 
Ibnu Qudamah, ulama muta’akkhirin seperti Imam Syaukani dan 
Imam An-Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh 
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 Mereka mendasarkan ini pada Q.S An-Nisa (4: 
29) : 
 ٍْ ٌَ ذَِجاَسجً َػ ْٕ ٌْ ذَُك ٰٓ اَ انَُكْى تََُُْٛكْى تِانْثَاِؽِم اِلَّ َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا َل ذَأُْكهُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٰٓاََُّٚٓا انَِّز ٰٚ
َل ذَمْ  َٔ ُُْكْى َۗ  ا ) انُغۤاء/ذََشاع  يِّ ً ْٛ ٌَ تُِكْى َسِح َ َكا
ٌَّ للّاٰ َْفَُغُكْى َۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ُ  (32: 5رُه
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29). 
c. Perdebatan para ulama tentang Tas’ir 
1) Menurut jumhur ulama, tas’irbertentangan dengan nash-nash yang 
terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Sebab, tas’irbermakna 
pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual-beli dengan 
harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang kerena 
kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. 
Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. 
Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas 
sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan 
nash di atas, hal itu tidak boleh terjadi.
71
 
2) Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak 
memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh 
menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang 
mereka sukai. 
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3) Menurut ulama Mazhab Hanbali, ada dua alasan tidak di 
perkenankannya pemerintah menetapkan harga. Pertama, 
Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk 
menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu 
kezaliman. Jual beli melibatkan hak miliki seseorang, di dalamnya 
ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai 
dengan kesepakatannya dengan pembeli.  
4) Menurut Sayyid Sabiq juga menyatakan terlarang melakukan tas’ir 
berdasarkan ketentuan hadis riwayat Anas ibn Malik di atas. 
Menurutnya berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan haram 
hukumnya melakukan tas’ir karena hal ini dikhawatirkan 
mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan 
transaksi terhadap hartanya.  
5) Menurut Yahya Bin Umar, berpendapat bahwa al-tas’ir (penetapan 
harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis 
Nabi saw tentang larangan tas‟ir. Yahya bin Umar melarang 
kebijakan penetapan harga (tas’ir) jika kenaikan harga yang terjadi 
adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang 
dialami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak 
untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika 
kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai 
intuisi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan 





terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan 
masyarakat luas: Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh 
melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu: 
a) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan 
tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat 
menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. 
Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang 
tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para 
pedagang yang lain disadarkan kemaslahatan dan kemanfaatan 
umum.  
b) Para pedagang melakukan praktik siyasah al-igharaq atau 
banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan 
tidak sehat. Serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. 
Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para 
pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai 
dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka 
menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang 
tersebut dari pasar. Hal ini pernah di praktikkan Umar bin al-
Khattab ketika ia mendapati seorang pedagang kismis menjual 
barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan 
pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga 






Pernyataan Yahya tersebut jelas mengidentifikasikan bahwa 
hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi 
baru dapat di lakukan jika dan hanya jika kesejahteraan 
masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang 
dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan 
sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk 
ekonomi. 
Pendapat yang paling kuat, jumhur ulama yang 
mengharamkan tas’ir secara mutlak, baik itu tas’ir untuk 
melindungi kepentingan pedagang maupun tas’ir untuk 
melindungi kepentingan pembeli. Hal itu di karenakan dalil-
dalil yang mengharamkan tas’ir bersifat mutlak, atau tanpa 
disertai dengan taqyid, yaitu pemberian sifat atau syarat atau 
batasan tertentu. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan tas’ir 
yang diharamkan hanyalah yang bersifat zalim, sedang tas’ir 
yang bersifat adil dibolehkan. Dalil taqyid seperti ini tidak ada. 
Yang ada justru adalah dalil mutlak dari hadis Anas r.a di atas, 
yaitu bahwa tas’ir adalah kezaliman.
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Adapun dikalangan ulama Hanafiyah dan sebagian besar 
ulama mazhab Hambali abad pertengahan Ibn Taimiyah dan 
Ibn Qayyim al-Jauziah membedakan antara penetapan harga 
yang bersifat zalim dan yang adil. 
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Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim 
hukumnya dilarang, sedangkan yang bersifat adil hukumnya 
dibolehkan, bahkan menjadi wajib jika memang di perlukan. 
Penetapan harga yang bersifat zalim jika persediaan barang 
terbatas sementara permintaan barang tinggi. Pada saat seperti 
itu, jika pemerintah menetapkan harga, berarti mereka 
melakukan kezaliman. Penentuan harga dilakukan dengan 
memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka sukai, 
maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, hal ini 
dinyatakan dalam hadis Raulullah yang diriwayatkan dari Anas 
bin Malik di atas. Menurut hadis ini Rasulullah Saw. Tidak 
menetapkan harga meski terjadi perlonjakan harga di pasar. 
Diharamkannya penetapan harga dalam hadis di atas bertujuan 
untuk menghindari perlakuan zalim terhadap para pedagang, 
karena kenaikan harga yang terjadi bukan kehendak sewenang-
wenang para pedagang. Penetapan harga dikatakan adil jika 
para pedanag terbukti mempermainkan harga, sehingga 
merugikan kepentingan orang banyak. Penetapan harga 
diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga 
atau karena ada ketimpangan harga. Dalam kondisi kezaliman 
tidak dapat lagi ditolak menurut Ibn Taimiyah, pemerintah 
wajib melakukan tas’ir (menetapkan harga) atas dasar 





pedagang akan membawa kemudharatan yang lebih besar.
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Beberapa ulama Malikiyah memperbolehkan tas’ir jika 
sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga 
sangat murah, sedangkan umumnya pedagang memasang harga 
lebih mahal. Penetapan harga (tas’ir) ini di bolehkan untuk 
menaikan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang. 
Mazhab Maliki menyatakan pemerintah boleh (bahkan wajib) 
menetapkan harga jika kenaikan harga, meskipun persedian 
barang mencukupi. Dalam syariat Islam alasan yang 
dikemukakan bahwa pemerintah diberi wewenang untuk 
mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya 
kemaslahatan bersama.  
Beberapa penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan 
hukum dalam penetapan harga (tas’ir) di perbolehkan apabila 
dalam setiap persoalannya bersifat adil bahkan dapat menjadi 
wajib jika memang benar-benar dibutuhkan demi kemaslahatan 
masyarakat dan saling merelakan antara kedua belah pihak agar 
terciptanya rasa keadilan dalam melaksanakan segala sesuatu 
yang berkaitan antara manusia dengan manusia agar 
mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.  
Perihal perbedaan harga dalam sewa menyewa sebenarnya 
pada dasarnya tidak diterangkan secara rinci dalam Islam, tidak 
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ada dalil Al-Qur‟an dan hadis yang menyebutkan hukum dari 
perbedaan harga dalam sewa menyewa. Hal ini sesuai dengan 
kaidah fiqh yang berbunyi:  
اْْلِ تَا َححُ إِ لَّ ْاألَ ْطُم فِٙ ا ن َٔ َؼا َيالَ ِخ اْنِحمُّ  ًُ ْٔ ِؽ فِٙ اْن ثُُّش
 تَِذ نِْٛم  
“hukum asal menetapkan syarat dari muamalah adalah halal 
dan di perbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.
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Ayat di atas menjelaskan selama tidak ada dalil yang 
melarangnya dalam sesuatu jenis yang berkaitan dengan 
muamalah, dari kaidah fiqih diatas maka hukumnya mubah 
dalam melakukan perbedaan harga, karena belum ada dalil yang 
melarangnya.   
3. Syarat-Syarat Penetapan Harga (Tas’ir) 
Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat at-tas’ir al-jabari adalah:
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1) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak. 
2)  Terbukti bahwa para pedagang melakukan kewenang-wenangan 
dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka. 
3) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil. 
4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan 
menunjukan para pakar ekonomi. 
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5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu 
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. 
6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa 
terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang 
menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang 
oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini 
pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus 
bertugas untuk itu. 
7) Pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya 
masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.  
Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan 
masyarakat secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan 
kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual 
dengan mematok harga tertinggi. Penguasa juga tidak boleh 
mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan 
pembeli dengan menetapkan harga terendah, ia juga tidak boleh 
melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan memaksa 
mereka untuk berjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk 
mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan 
penawaran dan permintaan. 
4. Macam-Macam Tas’ir 
Para ulama fiqih membagi tas’ir kepada dua macam, yaitu : 





dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas 
menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan 
mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dengan harga yang 
berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan 
pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang. 
Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah 
mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan 
keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut 
dengan at-tas’ir al-jabari.  
Ada beberapa rumusan at-tas’ir al-jabari yang dikemukakan para 
ulama. Ulama Hambali mendefinisikan at-tas’ir al-jabari yaitu “upaya 
pemerintah dalam menetapkan suatu harga komoditi serta 
memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.  
Imam Ausyakani tokoh ushul fikih, mendefinisikan at-tas’ir yaitu, 
“intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak 
menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah 
ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”. 
Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya 
telah ditentukan pemerintah. Bahkan Ad-Duraini lebih memperluas 
cakupan at-tas’ir al-jabari. Sesuai dengan perkembangan keperluan 
masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap 
komoditi yang digunakan dari diperlukan masyarakat, tetapi juga manfaat 





sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga naik 
dengan harga tidak wajar. 
Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fiqih 
sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan 
menetapkan harga itu adalah pemerintah, setelah mendiskusikannya 
dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah 
harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para 
konsumen. Menurut Ad-Duraini, apapun bentuk komoditi atau keperluan 
warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka, pihak pemerintah 
berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak 
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